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Berdasarkan Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Ketentuan
Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai penegakan hukum bagi
masyarakat yang dianggap tidak patuh terhadap kebijakan pemerintah.

Rumusan masalah, yaitu bagaimanakah kedudukan Surat Edaran Nomor 11
Tahun 2022 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) terhadap sistem peraturan perundang-
undangan di Indonesia. Bagaimanakah kajian yuridis terhadap Surat Edaran Nomor
11 Tahun 2022 tentang Ketentuan perjalanan orang dalam negeri pada masa pendemi
corona virus disease 2019 (covid-19) ditinjau dari Undang-Undang 6 Tahun 2018
Tentang Kekarantinaan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative. Penelitian hukum
normatif atau penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum yang
mempergunakan sumber data.

Surat Edaran bukan dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan,
bukan juga suatu norma hukum sebagaimana norma dari suatu peraturan perundang-
undangan. Sehingga Surat edaran tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk
menganulir peraturan menteri, apalagi peraturan berhierarki lainnya. Sehingga di
dalam Surat edaran, sebagaimana kita ketahui dari dasar pembentukan kebijakan di
atas, dan untuk memperjelas makna dari kebijakan yang dikategorikan sebagai
peraturan perundang-undangan, jelas dan seharusnya di dalam Surat Edaran tidak
memiliki sanksi. Kajian yuridis terhadap Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2022
tentang Ketentuan perjalanan orang dalam negeri pada masa pendemi corona virus
disease 2019 (covid-19) ditinjau dari Undang-Undang 6 Tahun 2018 Tentang
Kekarantinaan adalah Pemerintah telah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 11
Tahun 2020 tentang Darurat Kesehatan Masyarakat Covid—19. Keputusan tersebut
merupakan amanat Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Undang—Undang Kekarantinaan
Kesehatan yang memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat untuk
menetapkan dan mencabut kedaruratan kesehatan dan penetapan pintu masuk dan/
atau wilayah di dalam negeri yang terjangkit kedaruratan kesehatan dengan terlebih
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